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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi protokoler dalam kegiatan 

pimpinan daerah Provinsi Papua Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitasnya, serta merumuskan strategi optimalisasi berbasis 

Administrasi Publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi 

kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap praktik 

keprotokolan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan 

dokumentasi dengan melibatkan 15 informan yang dipilih secara purposive dan 

dikembangkan melalui teknik snowball sampling. Analisis data menggunakan model 

interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta 

penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi 

protokoler telah berjalan sesuai prosedur, namun belum optimal dalam mendukung 

efektivitas kegiatan pimpinan karena masih berorientasi administratif dan seremonial. 

Efektivitas dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti komitmen pimpinan dan kerja 

sama tim, serta faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya 

koordinasi lintas unit, dan minimnya pemanfaatan teknologi. Penelitian ini 

merekomendasikan transformasi fungsi protokoler yang lebih strategis, adaptif, dan 

berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas tata kelola kegiatan pimpinan daerah. 

 

Kata kunci: kata Fungsi Protokoler; Efektivitas; Administrasi Publik; Koordinasi;  

Transformasi Digital 

 

ABSTRACT  

 

This study aims to analyze the implementation of protocol functions in the activities of 

regional leaders in South Papua Province, identify factors influencing their effectiveness, 

and formulate optimization strategies based on Public Administration. The study employs 

a qualitative approach with a case study design to gain an in-depth and contextual 

understanding of protocol practices. Data were collected through in-depth interviews, 

observation, and documentation involving 15 informants selected purposively and 

expanded using snowball sampling. Data analysis applied the interactive model of Miles, 

Huberman, and Saldaña, including data reduction, data display, and continuous 

conclusion drawing. The findings indicate that protocol functions have been implemented 

in accordance with existing procedures; however, they are not yet optimal in supporting 

the overall effectiveness of leadership activities, as they remain largely administrative 

and ceremonial in nature. Effectiveness is influenced by supporting factors such as 

leadership commitment and teamwork, as well as inhibiting factors including limited 

human resources, weak inter-unit coordination, and suboptimal use of technology. This 
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study recommends a transformation of protocol functions toward a more strategic, 

adaptive, and technology-based approach to improve the governance quality of regional 

leadership activities. 

 

Keywords: Protocol Functions; Effectiveness; Public Administration; Coordination,  

Digital Transformation 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam perspektif Administrasi 

Publik modern, efektivitas tata kelola 

pemerintahan menjadi indikator utama 

dalam menilai kinerja institusi 

publik(Emmachika et al., 2026). Salah satu 

elemen penting yang sering terabaikan 

namun memiliki dampak strategis adalah 

fungsi protokoler, yang tidak lagi sekadar 

dipahami sebagai aktivitas seremonial, 

melainkan sebagai instrumen manajerial 

yang mendukung koordinasi lintas aktor, 

penguatan legitimasi simbolik, serta 

pembentukan citra institusi pemerintah. 

Dalam konteks global, praktik 

keprotokolan telah mengalami 

transformasi signifikan menjadi bagian 

dari komunikasi publik dan diplomasi 

administratif yang berperan dalam 

memperkuat kepercayaan publik serta 

efektivitas interaksi kelembagaan(Huang 

& Wang, 2023). Hal ini menunjukkan 

bahwa fungsi protokoler memiliki 

kontribusi nyata dalam meningkatkan 

kualitas tata kelola pemerintahan yang 

responsif, adaptif, dan berorientasi pada 

pelayanan publik. 

Pada tataran nasional, penguatan 

fungsi keprotokolan menjadi bagian 

integral dari agenda reformasi birokrasi 

yang menekankan profesionalisme 

aparatur, efisiensi pelayanan, dan 

penerapan prinsip good governance(LT, 

2023). Namun demikian, implementasi di 

tingkat daerah masih menghadapi berbagai 

tantangan struktural dan kontekstual, 

terutama pada daerah otonomi baru seperti 

Provinsi Papua Selatan. Kompleksitas 

kondisi geografis, keberagaman sosial 

budaya, serta keterbatasan kapasitas 

kelembagaan menuntut adanya pendekatan 

keprotokolan yang lebih adaptif, inovatif, 

dan berbasis kebutuhan lokal. Oleh karena 

itu, optimalisasi fungsi protokoler tidak 

hanya menjadi kebutuhan administratif, 

tetapi juga merupakan strategi penting 

dalam meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah 

serta memperkuat kinerja pemerintahan 

secara keseluruhan(Pudjono et al., 2026). 

Meskipun fungsi protokoler 

memiliki posisi strategis dalam 

mendukung kelancaran penyelenggaraan 

kegiatan pimpinan daerah, dalam praktik 

implementasinya masih ditemukan 

sejumlah permasalahan yang berdampak 

langsung pada efektivitas tata kelola 

pemerintahan. Salah satu persoalan utama 

adalah belum optimalnya integrasi antar 

unit kerja dalam proses perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan pimpinan, sehingga 

koordinasi lintas bagian sering kali 

berjalan secara parsial dan kurang sinkron. 

Selain itu, keterbatasan sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi 

profesional di bidang keprotokolan juga 

menjadi tantangan serius, terutama dalam 

aspek perencanaan acara, komunikasi 

kelembagaan, dan pengelolaan agenda 

pimpinan secara sistematis. Di sisi lain, 

pemanfaatan teknologi informasi dalam 

mendukung sistem keprotokolan masih 

relatif terbatas, sehingga proses 

administrasi, dokumentasi, dan koordinasi 
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belum sepenuhnya efisien dan adaptif 

terhadap tuntutan birokrasi modern. Lebih 

lanjut, fungsi protokoler di banyak instansi 

daerah masih cenderung diposisikan 

sebagai aktivitas administratif dan 

seremonial semata, belum berkembang 

menjadi fungsi strategis yang berorientasi 

pada peningkatan efektivitas kinerja 

organisasi. Kondisi ini berimplikasi pada 

kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan 

pimpinan daerah, baik dari sisi efisiensi 

waktu, kualitas pelayanan administratif, 

maupun pembentukan citra kelembagaan 

pemerintah di mata publik dan para 

pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, 

permasalahan yang muncul tidak hanya 

bersifat teknis-operasional, tetapi juga 

mencerminkan adanya kebutuhan 

transformasi fungsi protokoler dalam 

kerangka Administrasi Publik yang lebih 

modern, profesional, dan responsif 

terhadap dinamika pemerintahan daerah. 

Berbagai kajian dalam bidang 

Administrasi Publik menunjukkan bahwa 

fungsi protokoler memiliki keterkaitan erat 

dengan penerapan prinsip good 

governance, efektivitas organisasi, serta 

peningkatan kualitas pelayanan 

publik(Cerrillo-i-Martínez, 2023). Fungsi 

ini tidak hanya berperan dalam 

memastikan keteraturan dan kelancaran 

kegiatan resmi, tetapi juga berkontribusi 

dalam membangun legitimasi institusional 

dan kepercayaan publik terhadap 

pemerintah. Meskipun demikian, sebagian 

besar penelitian yang ada masih 

menempatkan keprotokolan dalam 

kerangka normatif dan prosedural, dengan 

penekanan pada aspek tata aturan, hierarki 

acara, dan etika formal. Pendekatan 

tersebut cenderung belum mengeksplorasi 

secara mendalam dimensi strategis fungsi 

protokoler sebagai bagian dari sistem 

administrasi publik yang dinamis dan 

berorientasi pada kinerja. Kajian yang 

mengintegrasikan fungsi protokoler 

dengan transformasi birokrasi modern, 

termasuk inovasi organisasi dan 

pemanfaatan teknologi digital, masih 

relatif terbatas. Selain itu, konteks 

implementasi pada daerah otonomi baru, 

seperti Provinsi Papua Selatan, juga belum 

banyak mendapat perhatian dalam literatur, 

padahal karakteristik wilayah tersebut 

memiliki kompleksitas tersendiri baik dari 

aspek geografis, sosial, maupun 

kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan 

adanya kesenjangan penelitian (research 

gap) yang signifikan, khususnya dalam 

memahami bagaimana fungsi protokoler 

dapat dioptimalkan secara strategis dan 

transformatif untuk mendukung efektivitas 

pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah. 

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk 

mengisi kekosongan tersebut dengan 

menawarkan perspektif yang lebih 

komprehensif dan kontekstual dalam 

pengelolaan fungsi protokoler. 

Penelitian ini menawarkan kebaruan 

dengan menempatkan fungsi protokoler 

tidak semata sebagai aktivitas administratif 

dan seremonial, tetapi sebagai bagian 

integral dari sistem Administrasi Publik 

yang bersifat strategis dalam mendukung 

kinerja pemerintahan. Selain itu, penelitian 

ini mengintegrasikan pendekatan 

transformasi organisasi dan inovasi 

pelayanan publik dalam menganalisis 

praktik keprotokolan, sehingga mampu 

memberikan perspektif yang lebih 

komprehensif dan adaptif terhadap 

tuntutan birokrasi modern. Kebaruan 

lainnya terletak pada penggunaan konteks 

empiris Provinsi Papua Selatan sebagai 

daerah otonomi baru dengan karakteristik 

geografis, sosial, dan kelembagaan yang 
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khas, yang selama ini masih jarang dikaji 

dalam literatur, sehingga diharapkan dapat 

memberikan kontribusi signifikan baik 

secara teoritis maupun praktis dalam 

pengembangan kajian keprotokolan di 

sektor publik. 

Rumus masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana implementasi fungsi 

protokoler dalam mendukung kegiatan 

pimpinan daerah Provinsi Papua Selatan, 

sejauh mana tingkat efektivitas 

pelaksanaannya ditinjau dari aspek 

ketepatan prosedur, koordinasi 

kelembagaan, dan kualitas pelayanan, serta 

faktor-faktor apa saja yang secara 

struktural maupun fungsional 

memengaruhi keberhasilan maupun 

hambatan dalam pelaksanaannya. Selain 

itu, penelitian ini juga mempertanyakan 

bagaimana formulasi strategi optimalisasi 

fungsi protokoler berbasis perspektif 

Administrasi Publik yang mampu 

meningkatkan profesionalisme, 

akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola 

pelayanan protokoler dalam konteks 

pemerintahan daerah. 

Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis secara komprehensif 

pelaksanaan fungsi protokoler dalam 

kegiatan pimpinan daerah Provinsi Papua 

Selatan dengan pendekatan Administrasi 

Publik, mengidentifikasi determinan utama 

yang memengaruhi efektivitas 

pelaksanaannya baik dari aspek sumber 

daya manusia, koordinasi antar-aktor, 

maupun sistem prosedural, serta 

merumuskan strategi optimalisasi fungsi 

protokoler yang berbasis pada prinsip good 

governance guna meningkatkan efektivitas, 

efisiensi, dan kualitas pelayanan protokoler 

dalam mendukung legitimasi dan kinerja 

pemerintahan daerah secara berkelanjutan. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan desain studi 

kasus untuk memahami secara mendalam 

pelaksanaan serta transformasi fungsi 

protokoler dalam konteks nyata 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pendekatan ini dipilih karena 

memungkinkan eksplorasi fenomena 

secara kontekstual, komprehensif, dan 

holistik, sehingga mampu menangkap 

dinamika interaksi antar aktor, proses 

kelembagaan, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas fungsi 

protokoler. Selain itu, penggunaan desain 

studi kasus memberikan ruang analisis 

yang lebih mendalam terhadap praktik 

keprotokolan dalam setting spesifik, 

sehingga hasil penelitian diharapkan 

mampu memberikan pemahaman empiris 

yang kuat dalam kerangka Administrasi 

Publik. 

Penelitian ini dilaksanakan di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Papua 

Selatan dengan fokus utama pada unit 

kerja yang secara struktural dan fungsional 

bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan keprotokolan, seperti biro 

atau bagian protokol dan komunikasi 

pimpinan. Kajian ini tidak hanya 

menitikberatkan pada aspek internal unit 

keprotokolan, tetapi juga menganalisis 

keterkaitannya dengan berbagai perangkat 

daerah (OPD) serta aktor-aktor pendukung 

lainnya yang terlibat dalam siklus kegiatan 

pimpinan, mulai dari perencanaan agenda, 

koordinasi lintas sektor, pelaksanaan acara 

resmi, hingga tahap evaluasi kegiatan. 

Lebih lanjut, penelitian ini secara khusus 

menelaah bagaimana fungsi protokoler 

berinteraksi dengan dinamika 

kepemimpinan daerah, pola komunikasi 

birokrasi, serta kondisi kontekstual 

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika
https://admpublik.fisip.unigal.ac.id/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1


Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 

e-ISSN 2614-2945 Volume 13 Nomor 1, Bulan April Tahun 2026 

Dikirim penulis: 20-04-2026, Diterima: 22-04-2026, Dipublikasikan: 29-04-2026 
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara © 2026 by Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Galuh is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 

  

231  

wilayah, sehingga dapat memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai 

peran strategis, tantangan implementatif, 

serta peluang transformasi fungsi 

protokoler dalam mendukung efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang 

waktu Februari 2025 hingga April 2026, 

yang memungkinkan proses pengumpulan 

data dilakukan secara mendalam, 

longitudinal, dan adaptif terhadap 

dinamika organisasi pemerintahan daerah. 

Rentang waktu tersebut juga memberikan 

ruang analitis yang memadai untuk 

menangkap perubahan pola koordinasi, 

efektivitas implementasi protokoler, serta 

konsistensi kinerja layanan keprotokolan 

dalam berbagai situasi kegiatan pimpinan 

daerah. 

Informan dalam penelitian ini 

ditentukan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu pemilihan informan secara 

sengaja berdasarkan kriteria yang relevan 

dengan tujuan penelitian, meliputi: (1) 

keterlibatan langsung dalam pelaksanaan 

fungsi keprotokolan, (2) pemahaman 

terhadap proses perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah, 

serta (3) pengalaman dalam koordinasi 

lintas unit kerja. Untuk memperkuat 

kedalaman dan kelengkapan data, teknik 

ini didukung dengan snowball sampling, 

yaitu penambahan informan berdasarkan 

rekomendasi informan kunci yang dinilai 

memiliki informasi penting terkait 

fenomena yang diteliti. Jumlah informan 

dalam penelitian ini ditetapkan secara pasti 

sebanyak 15 orang, yang terdiri dari 5 

orang pejabat/pegawai bagian protokoler 

(meliputi kepala bagian, kepala subbagian, 

dan staf pelaksana), 3 orang pimpinan atau 

perwakilan pimpinan daerah (seperti 

ajudan atau staf ahli yang terlibat langsung 

dalam kegiatan pimpinan), dan 7 orang 

stakeholder terkait, yang mencakup 

perwakilan organisasi perangkat daerah 

(OPD), panitia pelaksana kegiatan, serta 

pihak pendukung lainnya seperti tim 

dokumentasi dan pengamanan. Penetapan 

jumlah ini diharapkan mampu memberikan 

data yang komprehensif dan representatif 

dalam menggambarkan pelaksanaan serta 

optimalisasi fungsi protokoler pada 

kegiatan pimpinan daerah. 

Pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan melalui wawancara 

mendalam, observasi, dan dokumentasi, 

dengan penekanan utama pada teknik 

wawancara sebagai sumber data primer. 

Wawancara yang digunakan adalah semi-

terstruktur, yaitu menggunakan pedoman 

pertanyaan yang telah disusun sebelumnya 

namun tetap memberikan fleksibilitas bagi 

peneliti untuk mengeksplorasi jawaban 

informan secara lebih mendalam sesuai 

konteks penelitian. Wawancara 

dilaksanakan secara langsung (tatap muka) 

di lingkungan kerja informan dengan 

durasi rata-rata 45–60 menit untuk setiap 

informan, dan dilakukan dalam rentang 

waktu 2–3 minggu dengan 

mempertimbangkan ketersediaan waktu 

serta agenda kegiatan pimpinan daerah. 

Untuk menjamin keakuratan data, proses 

wawancara didukung dengan penggunaan 

alat perekam (dengan persetujuan 

informan) serta pencatatan lapangan secara 

sistematis. Indikator yang digunakan 

dalam wawancara meliputi aspek 

pelaksanaan fungsi protokoler 

(perencanaan, pengaturan agenda, dan tata 

acara), koordinasi dan komunikasi antar 

unit kerja, kompetensi sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi dalam 

mendukung keprotokolan, efektivitas 

pelaksanaan kegiatan pimpinan, serta 
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inovasi dan upaya transformasi yang 

dilakukan dalam meningkatkan kinerja 

protokoler. Selain wawancara, observasi 

dilakukan secara langsung terhadap 

pelaksanaan kegiatan protokoler untuk 

memperoleh data faktual mengenai praktik 

di lapangan, sedangkan dokumentasi 

digunakan untuk melengkapi data melalui 

analisis terhadap dokumen resmi seperti 

agenda kegiatan, standar operasional 

prosedur (SOP), laporan kegiatan, dan 

arsip kelembagaan. 

Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model interaktif yang 

dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. 

Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, 

yang berlangsung secara siklus dan 

berkelanjutan sejak proses pengumpulan 

data hingga penarikan kesimpulan. 

Tahapan analisis meliputi reduksi data, 

yaitu proses seleksi, penyederhanaan, dan 

pengelompokan data sesuai fokus 

penelitian; penyajian data dalam bentuk 

narasi deskriptif, matriks, atau tabel untuk 

memudahkan pemahaman pola hubungan 

antar variabel; serta penarikan kesimpulan 

dan verifikasi yang dilakukan secara terus-

menerus untuk memastikan validitas 

temuan. Melalui pendekatan ini, peneliti 

dapat mengidentifikasi secara sistematis 

berbagai pola, hambatan, serta peluang 

transformasi fungsi protokoler dalam 

mendukung efektivitas kegiatan pimpinan 

daerah. Untuk menjamin keabsahan data, 

penelitian ini menerapkan beberapa teknik 

validasi, yaitu triangulasi sumber dan 

metode dengan membandingkan data dari 

berbagai informan serta teknik 

pengumpulan data yang berbeda, member 

check dengan melakukan konfirmasi 

kembali hasil wawancara kepada informan 

guna memastikan kesesuaian interpretasi, 

serta audit trail berupa dokumentasi 

lengkap proses penelitian untuk menjaga 

transparansi dan konsistensi analisis. 

Penerapan teknik-teknik ini diharapkan 

mampu meningkatkan kredibilitas, 

dependabilitas, dan keandalan hasil 

penelitian. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian hasil penelitian ini 

menyajikan temuan empiris yang diperoleh 

dari proses pengumpulan dan analisis data 

terkait pelaksanaan fungsi protokoler 

dalam kegiatan pimpinan daerah Provinsi 

Papua Selatan. Penyajian hasil dilakukan 

secara sistematis dan tematik untuk 

menggambarkan kondisi aktual di 

lapangan, meliputi aspek pelaksanaan 

fungsi protokoler, faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas, serta berbagai 

bentuk inovasi dan upaya transformasi 

yang dilakukan. Temuan ini merupakan 

hasil integrasi dari data wawancara, 

observasi, dan dokumentasi yang telah 

dianalisis secara mendalam, sehingga 

mampu memberikan gambaran 

komprehensif mengenai dinamika, 

tantangan, dan peluang dalam optimalisasi 

fungsi protokoler. Dengan demikian, 

bagian ini menjadi dasar penting dalam 

merumuskan strategi peningkatan 

efektivitas pelaksanaan kegiatan pimpinan 

daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Pelaksanaan Fungsi 

Protokoler di Pemerintah Provinsi Papua 

Selatan 
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Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan fungsi protokoler di 

Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah 

berjalan secara terstruktur dan sistematis, 

dengan unit keprotokolan yang memiliki 

peran strategis dalam mendukung kegiatan 

pimpinan daerah. Secara kelembagaan, 

fungsi ini dilaksanakan oleh biro atau 

bagian yang menangani protokol dan 

komunikasi pimpinan, dengan tugas utama 

meliputi perencanaan agenda, pengaturan 

tata acara, koordinasi lintas organisasi 

perangkat daerah (OPD), serta 

pengendalian jalannya kegiatan. Dalam 

praktiknya, alur pelaksanaan kegiatan 

protokoler mengikuti tahapan yang relatif 

baku, dimulai dari perencanaan agenda 

pimpinan, dilanjutkan dengan koordinasi 

antar pihak terkait, pelaksanaan kegiatan 

sesuai tata acara yang telah ditetapkan, 

hingga evaluasi untuk menilai kelancaran 

dan efektivitas kegiatan. Selain itu, 

keberadaan standar operasional prosedur 

(SOP) menjadi acuan utama dalam 

pelaksanaan kegiatan, meskipun pada 

kondisi tertentu masih diperlukan 

penyesuaian secara fleksibel sesuai dengan 

dinamika lapangan. Secara umum, temuan 

ini mengindikasikan bahwa fungsi 

protokoler telah memiliki landasan 

struktural dan prosedural yang memadai, 

namun masih menghadapi tantangan dalam 

hal konsistensi implementasi, efektivitas 

koordinasi, serta kemampuan adaptasi 

terhadap kompleksitas kegiatan pimpinan 

daerah. 

 

Tabel 1.  

Pelaksanaan Fungsi Protokoler dalam Kegiatan Pimpinan Daerah 

 

Aspek yang 

Dikaji 
Temuan Penelitian 

Permasalahan yang 

Ditemukan 

Mekanisme 

Pengaturan 

Agenda 

Pimpinan 

Penyusunan agenda dilakukan secara 

terstruktur melalui pengumpulan usulan 

kegiatan dari OPD, kemudian 

diverifikasi dan ditetapkan oleh bagian 

protokoler sesuai prioritas pimpinan 

Masih terdapat perubahan 

agenda mendadak dan 

keterlambatan informasi 

dari OPD 

Koordinasi 

Lintas OPD dan 

Stakeholder 

Koordinasi dilakukan melalui rapat dan 

komunikasi digital untuk memastikan 

kesiapan kegiatan 

Koordinasi belum 

optimal, terjadi 

miskomunikasi dan 

kurang sinkron antar 

pihak 

Pelaksanaan Tata 

Acara Resmi dan 

Non-Resmi 

Kegiatan dilaksanakan sesuai standar 

keprotokolan, mencakup pengaturan 

tempat, urutan acara, dan penghormatan 

jabatan 

Dalam beberapa kegiatan 

masih ditemukan 

ketidaksesuaian teknis di 

lapangan 

Peran Protokoler 

dalam Kegiatan 

Protokoler berperan penting dalam 

menjaga kelancaran, ketertiban, dan 

ketepatan waktu kegiatan pimpinan 

daerah 

Peran belum maksimal 

karena keterbatasan SDM 

dan beban kerja tinggi 
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Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan 

bahwa pelaksanaan fungsi protokoler 

dalam kegiatan pimpinan daerah Provinsi 

Papua Selatan pada dasarnya telah berjalan 

secara terstruktur, terutama dalam 

mekanisme pengaturan agenda, 

pelaksanaan tata acara, serta peran dalam 

menjaga kelancaran kegiatan. Namun 

demikian, masih terdapat beberapa kendala 

yang mempengaruhi efektivitasnya, seperti 

perubahan agenda yang mendadak, 

koordinasi lintas OPD yang belum optimal, 

serta keterbatasan sumber daya manusia. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun 

fungsi protokoler telah berperan penting 

dalam mendukung kegiatan pimpinan, 

masih diperlukan upaya perbaikan 

terutama pada aspek koordinasi, 

komunikasi, dan penguatan kapasitas agar 

pelaksanaannya dapat lebih efektif dan 

efisien. 

 

 

 

Gambar 2. Proses Pelaksanaan Kegiatan 

Pimpinan Daerah di Papua Selatan 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan 

pimpinan daerah di Provinsi Papua Selatan 

ditinjau dari beberapa indikator utama 

masih berada pada kategori cukup optimal, 

namun belum sepenuhnya konsisten. Dari 

aspek ketepatan waktu dan kelancaran 

kegiatan, sebagian besar agenda pimpinan 

dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan, meskipun dalam beberapa 

kasus masih ditemukan keterlambatan 

akibat kendala koordinasi lintas unit kerja 

dan perubahan agenda secara mendadak. 

Dari sisi kualitas pelayanan protokoler, 

pelayanan yang diberikan kepada pimpinan 

dan tamu secara umum telah memenuhi 

standar formal, terutama dalam pengaturan 

tata acara, penyambutan, dan pengelolaan 

kegiatan resmi, namun masih terdapat 

ruang perbaikan dalam hal responsivitas 

dan fleksibilitas pelayanan. Tingkat 

kepuasan stakeholder terhadap 

pelaksanaan kegiatan protokoler juga 

menunjukkan kecenderungan positif, 

terutama dari pihak internal pemerintah, 

meskipun beberapa stakeholder eksternal 

menilai perlunya peningkatan dalam aspek 

komunikasi dan koordinasi. Lebih lanjut, 

pelaksanaan fungsi protokoler yang relatif 

baik memberikan dampak positif terhadap 

citra dan kredibilitas pemerintah daerah, 

khususnya dalam menciptakan kesan 

profesional dan tertib dalam setiap 

kegiatan resmi, meskipun optimalisasi 

yang berkelanjutan tetap diperlukan untuk 

memperkuat kepercayaan publik secara 

lebih luas. 

Pelaksanaan fungsi protokoler di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Papua 

Selatan menunjukkan bahwa peran 

keprotokolan tidak hanya terbatas pada 

pengaturan acara formal, tetapi juga 

mencakup aspek koordinasi lintas unit 

kerja, pengelolaan agenda pimpinan, serta 

pengendalian jalannya kegiatan secara 

menyeluruh. Temuan penelitian 

mengindikasikan bahwa unit protokoler 

telah menjalankan fungsi dasar secara 

sistematis, terutama dalam tahap 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

resmi. Namun demikian, dalam praktiknya 
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masih terdapat variasi dalam kualitas 

pelaksanaan, yang dipengaruhi oleh tingkat 

pengalaman petugas, kompleksitas 

kegiatan, serta intensitas koordinasi antar 

pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan 

bahwa fungsi protokoler memiliki peran 

yang cukup signifikan dalam menentukan 

kelancaran kegiatan pimpinan daerah. Dari 

aspek kesesuaian dengan standar 

operasional prosedur (SOP), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar kegiatan telah mengacu pada 

pedoman yang berlaku, baik dalam hal tata 

urutan acara, penempatan pejabat, maupun 

etika keprotokolan(Steen-Tveit et al., 

2024). Meskipun demikian, ditemukan 

beberapa kondisi di mana pelaksanaan di 

lapangan memerlukan penyesuaian 

situasional, terutama pada kegiatan yang 

melibatkan banyak pemangku kepentingan 

atau berlangsung di lokasi dengan 

keterbatasan fasilitas. Fleksibilitas ini 

menjadi penting, namun di sisi lain juga 

berpotensi menimbulkan 

ketidakkonsistenan apabila tidak didukung 

oleh kemampuan profesional dan 

pengalaman yang memadai dari petugas 

protokoler(Hobson & Dennis, 2024). 

Jika dibandingkan dengan konsep 

ideal dalam tata kelola pemerintahan yang 

efektif, fungsi protokoler seharusnya 

mampu berperan sebagai instrumen 

strategis dalam mendukung kinerja 

pimpinan, bukan hanya sebagai pelaksana 

teknis kegiatan. Dalam praktiknya, fungsi 

ini belum sepenuhnya dioptimalkan ke 

arah tersebut, karena masih terdapat 

kecenderungan untuk menempatkan 

protokoler sebagai bagian administratif 

yang berfokus pada aspek 

seremonial(Wang et al., 2026). Padahal, 

dalam perspektif tata kelola modern, fungsi 

protokoler memiliki potensi untuk 

berkontribusi dalam meningkatkan 

efektivitas komunikasi organisasi, 

memperkuat koordinasi lintas sektor, serta 

membangun citra kelembagaan yang 

profesional dan kredibel.Penekanan 

terhadap peran strategis fungsi protokoler 

menjadi hal yang krusial dalam konteks 

penguatan kinerja pemerintahan daerah. 

Transformasi peran dari sekadar pelaksana 

acara menuju mitra strategis pimpinan 

memerlukan dukungan dalam bentuk 

peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia, penguatan sistem koordinasi, 

serta pemanfaatan teknologi dalam 

pengelolaan kegiatan(Douglas & Haley, 

2025). Dengan demikian, fungsi protokoler 

dapat berkontribusi secara lebih optimal 

dalam mendukung efektivitas kegiatan 

pimpinan daerah, sekaligus memperkuat 

kualitas tata kelola pemerintahan secara 

keseluruhan. 

Analisis efektivitas fungsi 

protokoler dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa kinerja keprotokolan 

dapat diukur melalui beberapa indikator 

utama, yaitu ketepatan waktu pelaksanaan 

kegiatan, kelancaran jalannya acara, serta 

kualitas layanan yang diberikan kepada 

pimpinan dan tamu undangan. Berdasarkan 

temuan di lapangan, sebagian besar 

kegiatan telah terlaksana sesuai dengan 

jadwal yang direncanakan, meskipun pada 

kondisi tertentu masih terjadi 

keterlambatan yang disebabkan oleh 

kendala koordinasi atau perubahan agenda 

mendadak. Dari sisi kelancaran kegiatan, 

fungsi protokoler umumnya mampu 

menjaga alur acara tetap tertib dan 

sistematis, namun pada kegiatan berskala 

besar atau melibatkan banyak pihak, masih 

ditemukan hambatan teknis yang 

mempengaruhi optimalitas pelaksanaan. 

Sementara itu, kualitas layanan protokoler 
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dinilai cukup baik, terutama dalam hal 

pelayanan kepada pimpinan, meskipun 

masih perlu peningkatan dalam aspek 

responsivitas dan profesionalisme 

pelayanan terhadap stakeholder yang lebih 

luas. Pelaksanaan fungsi protokoler 

memiliki hubungan yang erat dengan 

kinerja kegiatan pimpinan daerah secara 

keseluruhan(Arahman et al., 2024). Fungsi 

protokoler yang berjalan efektif mampu 

mendukung kelancaran agenda pimpinan, 

meminimalisir potensi kesalahan dalam 

pelaksanaan acara, serta meningkatkan 

efisiensi waktu dan sumber daya. 

Sebaliknya, apabila fungsi ini tidak 

berjalan optimal, maka akan berdampak 

langsung pada terganggunya jalannya 

kegiatan pimpinan, baik dalam bentuk 

keterlambatan, ketidakteraturan acara, 

maupun kurang optimalnya komunikasi 

antar pihak yang terlibat(Riyanto et al., 

2024). Dengan demikian, fungsi protokoler 

dapat dipandang sebagai salah satu faktor 

kunci yang berkontribusi terhadap 

keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas 

pimpinan daerah. 

Dari perspektif yang lebih luas, 

efektivitas fungsi protokoler juga memiliki 

implikasi terhadap citra kelembagaan 

pemerintah daerah dan tingkat kepercayaan 

publik. Pelaksanaan kegiatan yang tertib, 

profesional, dan terkoordinasi dengan baik 

akan mencerminkan kapasitas institusi 

yang kredibel dan responsif, sehingga 

dapat meningkatkan persepsi positif dari 

masyarakat maupun stakeholder. 

Sebaliknya, pelaksanaan kegiatan yang 

kurang terorganisir berpotensi menurunkan 

citra kelembagaan serta memunculkan 

persepsi negatif terhadap kinerja 

pemerintah(Tambaip et al., 2023). Oleh 

karena itu, fungsi protokoler tidak hanya 

berperan dalam aspek teknis pelaksanaan 

kegiatan, tetapi juga memiliki dimensi 

strategis dalam membangun legitimasi dan 

kepercayaan publik.Hasil penelitian juga 

mengidentifikasi adanya kesenjangan 

antara kondisi aktual dengan kondisi ideal 

yang diharapkan. Kesenjangan tersebut 

terlihat pada aspek koordinasi lintas unit 

yang belum sepenuhnya terintegrasi, 

keterbatasan kompetensi sumber daya 

manusia di bidang keprotokolan, serta 

belum optimalnya pemanfaatan teknologi 

dalam mendukung efektivitas 

kerja(Tambaip & Tjilen, 2023a). Selain itu, 

orientasi fungsi protokoler yang masih 

cenderung administratif-seremonial juga 

menjadi faktor yang menghambat 

pengembangan peran strategisnya. Dengan 

demikian, diperlukan upaya perbaikan 

yang sistematis dan berkelanjutan untuk 

menjembatani kesenjangan tersebut, 

sehingga fungsi protokoler dapat 

berkontribusi secara maksimal dalam 

mendukung efektivitas kegiatan pimpinan 

daerah. 

Mengenai faktor pendukung dan 

penghambat menunjukkan bahwa 

efektivitas fungsi protokoler sangat 

dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, 

terutama kualitas sumber daya manusia 

(SDM), kepemimpinan, dan pola 

koordinasi. Hasil penelitian 

mengindikasikan bahwa kompetensi SDM 

protokoler menjadi penentu utama dalam 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan, 

khususnya dalam hal penguasaan tata 

acara, kemampuan komunikasi, serta 

ketepatan pengambilan keputusan di 

lapangan(Tjilen et al., 2024). Selain itu, 

dukungan kepemimpinan yang kuat dan 

responsif turut mempercepat proses 

koordinasi dan pengambilan keputusan, 

sehingga mampu meminimalisir potensi 

hambatan selama kegiatan berlangsung. 
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Namun demikian, keterbatasan jumlah dan 

kualitas SDM, serta belum optimalnya pola 

koordinasi lintas unit kerja, masih menjadi 

kendala yang mempengaruhi efektivitas 

fungsi protokoler secara keseluruhan. Di 

sisi lain, faktor eksternal juga memberikan 

pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan 

fungsi protokoler, terutama dalam konteks 

wilayah seperti Provinsi Papua Selatan 

yang memiliki karakteristik geografis yang 

luas dan menantang. Kondisi aksesibilitas 

yang terbatas, infrastruktur yang belum 

merata, serta keberagaman sosial dan 

budaya masyarakat menjadi tantangan 

tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan 

pimpinan daerah(Syahruddin & Tambaip, 

2023). Selain itu, aspek kelembagaan, 

seperti belum optimalnya integrasi antar 

organisasi perangkat daerah (OPD), turut 

mempengaruhi kelancaran koordinasi dan 

pelaksanaan kegiatan. Faktor-faktor 

eksternal ini menunjukkan bahwa 

efektivitas fungsi protokoler tidak hanya 

ditentukan oleh kapasitas internal 

organisasi, tetapi juga oleh kemampuan 

adaptasi terhadap lingkungan eksternal 

yang dinamis. 

Hasil penelitian menunjukkan 

adanya keterkaitan yang erat antara faktor 

internal dan eksternal dalam 

mempengaruhi efektivitas fungsi 

protokoler. Keterbatasan SDM, misalnya, 

akan semakin terasa dampaknya ketika 

dihadapkan pada kondisi geografis yang 

sulit atau kegiatan berskala besar yang 

membutuhkan koordinasi kompleks. 

Sebaliknya, kepemimpinan yang kuat dan 

koordinasi yang efektif mampu menjadi 

faktor penyeimbang dalam menghadapi 

berbagai tantangan eksternal. Dengan 

demikian, efektivitas fungsi protokoler 

merupakan hasil dari interaksi dinamis 

antara kapasitas internal organisasi dan 

kondisi eksternal yang melingkupinya, 

sehingga diperlukan pendekatan yang 

komprehensif dalam upaya 

optimalisasinya(Tambaip & Tjilen, 

2023b). Temuan ini sejalan dengan 

berbagai teori dan hasil penelitian 

terdahulu yang menekankan bahwa kinerja 

organisasi publik dipengaruhi oleh 

kombinasi faktor internal dan eksternal, 

termasuk kapasitas SDM, kepemimpinan, 

serta lingkungan kelembagaan. Studi-studi 

dalam administrasi pemerintahan 

menunjukkan bahwa organisasi yang 

mampu mengelola sumber daya internal 

secara efektif serta beradaptasi dengan 

kondisi eksternal cenderung memiliki 

tingkat kinerja yang lebih tinggi. Oleh 

karena itu, penguatan kapasitas internal 

melalui peningkatan kompetensi SDM, 

perbaikan sistem koordinasi, serta 

dukungan kepemimpinan yang visioner 

perlu diintegrasikan dengan strategi 

adaptasi terhadap kondisi eksternal, 

sehingga fungsi protokoler dapat berjalan 

lebih efektif dan berkelanjutan dalam 

mendukung kegiatan pimpinan 

daerah(Tjilen et al., 2025). 

Transformasi fungsi protokoler 

dalam perspektif modern menegaskan 

adanya pergeseran orientasi dari peran 

administratif-seremonial menuju fungsi 

yang lebih strategis dalam mendukung 

efektivitas kinerja pimpinan daerah. Secara 

konseptual, protokoler tidak lagi 

diposisikan semata sebagai pengatur tata 

acara, tetapi sebagai bagian integral dari 

sistem koordinasi dan komunikasi 

pemerintahan yang berkontribusi terhadap 

kualitas penyelenggaraan kegiatan 

pimpinan serta penguatan citra 

kelembagaan. 

Dalam konteks tersebut, inovasi dan 

digitalisasi menjadi prasyarat penting 
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dalam mendukung modernisasi fungsi 

protokoler. Namun demikian, keterbatasan 

pada aspek infrastruktur dan kapasitas 

sumber daya manusia menunjukkan bahwa 

transformasi ini masih berada pada tahap 

transisi, sehingga diperlukan penguatan 

yang bersifat simultan antara aspek 

teknologi, kelembagaan, dan kompetensi 

aparatur. 

Selanjutnya, keberhasilan 

transformasi sangat ditentukan oleh 

kesiapan organisasi dalam menerima 

perubahan, khususnya komitmen 

kepemimpinan, penguatan kapasitas SDM, 

serta penyesuaian sistem kerja yang lebih 

adaptif. Oleh karena itu, transformasi 

fungsi protokoler perlu ditempatkan dalam 

kerangka reformasi birokrasi yang 

menekankan efektivitas, efisiensi, dan 

akuntabilitas melalui integrasi inovasi, 

digitalisasi, serta penguatan tata kelola 

kegiatan pimpinan yang lebih profesional 

dan responsif terhadap dinamika 

pemerintahan daerah. 

 

D. KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan fungsi protokoler dalam 

kegiatan pimpinan daerah Provinsi Papua 

Selatan telah berjalan secara struktural dan 

mengikuti prosedur yang berlaku, namun 

belum sepenuhnya optimal dalam 

mendukung efektivitas kegiatan pimpinan 

secara menyeluruh. Secara umum, fungsi 

protokoler masih didominasi oleh orientasi 

administratif dan seremonial, sehingga 

belum berkembang secara maksimal 

sebagai instrumen strategis dalam tata 

kelola pemerintahan daerah. 

Efektivitas pelaksanaan fungsi 

protokoler dipengaruhi oleh kombinasi 

faktor pendukung dan penghambat, di 

mana komitmen pimpinan dan kerja sama 

tim menjadi faktor penguat, sementara 

keterbatasan kapasitas sumber daya, 

koordinasi lintas unit yang belum optimal, 

serta pemanfaatan teknologi yang masih 

terbatas menjadi kendala utama. Kondisi 

ini menunjukkan perlunya transformasi 

fungsi protokoler menuju sistem yang 

lebih adaptif, inovatif, dan terintegrasi 

dalam mendukung penyelenggaraan 

kegiatan pimpinan daerah serta penguatan 

citra kelembagaan pemerintah. 

Meskipun demikian, penelitian ini 

memiliki keterbatasan pada ruang lingkup 

yang hanya mencakup satu wilayah serta 

keterbatasan jumlah informan, sehingga 

generalisasi temuan perlu dilakukan secara 

hati-hati. Selain itu, aspek digitalisasi 

keprotokolan belum dikaji secara 

mendalam, sehingga menjadi ruang 

pengembangan penelitian selanjutnya, 

terutama dalam konteks perbandingan 

antar daerah dan integrasi sistem 

keprotokolan berbasis teknologi. 
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